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REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam .rangka meningkatkan kinerja. pegawai .
‘sesual pefaksanaan reformaSI birokrasi, maka perlu dlber[kan L
tunjangan kinerja pegawai di !:ngkungan Kementerlan

Koordlnatar Bidang Kermaritiman sesual Peraturan Pres;den

- Republik - Indonesia. ‘Nomor: 188 Tahun 2016 fentang = -
Tunjangan. Kinefja Pegawai di Lingkungan Kemeriterian
- Koordinator Bidang Kemaritiman; _
| hahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud'

dalam Huruf a, dan untuk melaksanakan ket.e.n.tua.n Pasal 10

2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan - -
Kementerian Koordinator  Bidang ~ Kemaritiman  pefly
méhe'tépk:an'  Peratuian  Mentefi  Koordinator Bida.ng"”
Kemaritiman ~tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan  Kinerja  Pegawal - di -~ Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-Und‘ang'-l.lh'daﬁg | Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil ~ Negara ~(Lembaran = Negara ~Republik ©~ '
indonesia Tahiun 2014. Nomor . 6, Tambahan - Lembaran -
Negara  Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturant.... .

‘Peraturan- Presiden ‘Republik Indonesia -Nomor 155 Tahun =~

e e




. Penilajan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran . . .. .

‘Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara, Republlkf
" Indonesia- Nomor 5258); R E
Peraturan . Presiden  Nomer 155. Tahun: 2015. tentang:
__Tunjangan Kinerja. Pegawa: dr ngkungan Kementenan__"

di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

-Lembaga Pemerintah Non Departerién sebagaimana ™~
telah-  beberapa . kali diubah terakhir dengan Peraturan -
Presiden Nomor 3 Tahun 2013; _ _
-Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit _

Departemen - sebagaimana - ‘telah - beberapa kali:
~.diubah terakhir dengan. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun. ...
2013;

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang’ Pedoman Penataan Sistem Tunjangan - Kinerja
~ Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin .
Pegawai Negerl Sipll (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2010 Norior 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang .

Negara. Repubhk Indonesra Tahun_ 2011

Koordinator Brdang Kemantlman (Lembaran Negara Repubhk | .
Indonesia Tahun 2015 Nomar 381);
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 19856 tentang Hari Kerja

Keputusan Preswlen Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Tugas FUHQSI.
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Ta_t_a_  Kerja

Orgamsasu dan Tugas Eselon | Lembaga Pemermtah Nonf

Peraturan Menten Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawalan_ Negara _
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pe[aksanaan

~ Peraturan....
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o -DES!pEIn Pegawal Negerf Srp[i |
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawatan Negara Nomor
1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan |

Pemerirtah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

. 2013 Nomor33); |
11. -Keputusan Mentera Keordmator Btdang Kemaritlman Nomor -

.. Negara Republik Indotiesia Tahun 2015 Nomor 11)- _

12, _fPeraturan Menteri Koordmator Bidang Kemanttman Republlk
| Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Orgamsasr
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- MEMUTUSKAN:

Mendtapkan :  PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN. TENTANG =~ KETENTUAN ~~ TEKNIS

_PEGAWAL DI .. LINGKUNGAN = KEMENTERIAN .
- KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

BAB | KETENTUAN UMUM -

Pasal 1
m Peraturan ini yang: dimaksud dengan:

' .Tunjangan Kmerja -adalah tunjangan: yang dlberlkan kepada Pegawal

| sera capalan_-prestam ke_rja-PegawaL Negeri Sipil,

Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga

negara....

Perattran Pemerintah  Noror 63 Tahun 2010 tentang . -

. ..Pagawai Negeti Sipil. (Berita Negara Republik Indonesfa Tahun .. .

Peraturan  Presiden” Nomor 10 Tahun 2015 fentang
Kemanterian KODrdlﬂatOr' Bidang . Ken‘l'arltlman(l.embaran e

‘PELAKSANAAN PEMBERIAN - TUNJANGAN - KINERJA -

Negen Sipil yang besarannya didasarkan pada nilai dan kelas jabatan

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator . .




fegara Indénesia yang memenuhi. syarat tertentu, diangkat sebagai

fegawali Ap‘ar'at'ur Sip’il- Ne‘gara secara tetap oleh Pejabat Pembina

m__epegawalan untuk’ mendudukl jabatan pemermtahan d[ lingkungan
'Kementerian Koordinator Btdang Kemaritiman, Peonl
ja.b'at Pencatat Kehadiran adalah pejabat yang ._di't'ur_lj_uk- oleh Kepala
it Kerja g fingkungan Kementerian Korodiantor. Bidang Kemariiman
_:‘ntuk menangam dan bertan_g_'g‘_u_r_l_g______ Jjawab __atgs__ ) _-adm_'iniﬁstr_asi
'encatatan kehadiran Pegawa: o : O N RSP PRRt

-'eorang Pegawai Negerl S:pll

. Herilaku Kerja adalah setiap tingkah laku; skkap atau tindakan yang

-- ilakukan -oleh’ Pegawai- Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu ‘yang
_geharustiya. dilakukan sesuai dengan kefentuan perafuran perundang-

L ndangan -
.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan
fungsional dalam satuan organisasi Negara vang digunakan sebagal dasar ™ -
‘pemberian Tunjangan Kinetja. - |

lenteri adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Kementerian adalah Kementerfan Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 2

- Kemaritiman, -selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan

lepada --'---F’-fe_gawai'_'-'- di _Iingkungan_,.-....'Kemen_ter[an Koordinator . Bidang:

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimakeud pada ayat (1) seperi

K

K

gerundang- undangan dlberlkan 'Fun]angan Kmerja se’ciap bulan

B

“tbreantum dalam Lampiran | yang merupakan ‘bagian’ tidak terpisahkan ‘dari -
F

Heraturan ini, -

Pasal 3...
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Pasal 3

Tun iangan Klnerja sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 2 ftidak dibertkan

da Pegawal di: ilngkungan Kementenan Koordinator Bidang Kemant:man yang
tidak mempunyai tugaslpekerjaanfjabatan tertentu di imgkungan Kementerian

{ Koordinator Bidang' Kemarttlman

@
@3

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; . ... .

tunggu (belum dibementukan sebagal Pegawal Negeri),

- | Kementeriari Koordirator Bidang Kemaritiman; dan

).

{untuk menjalani masa persiapan pensiun,

Pasal 4

{Pegawai - yang dikenai pemberhentian - sementara ‘dari. jabatan negeri -

I:|dak d:berikan Tunjangan Kmerja

N dibe'rl"a_kuka_'n.mu}aiz'bulan"beﬁkutnya sejak tanggal ditetapkan.
Jika . berdasarkan. - pemeriksaan . atau . putusan  pefigadilan. .- yang. -
‘perkekuatan hukum tetap, Pegawai rsebagaimana dimaksud p‘ada ayat (1)
'iEn'yafak:ain tzdak bersalah maka Tunjangan Kanerjanya dzbayarkan_____ _
 kembali terh:tung ‘sejak F'egawal yang bersangkutan diizinkan untuk tetap.
melaksanakan tugas, - L ' '

BB
 DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

| {1 'T!unjangan Kmerja dlbenkan berdasarkan Kelas Jabatan yang dltetapkan oleh- |

Hejabat Pembifia Kepegawaian..
uasa - Pengguna Anggaran setiap ‘safuan kerja bertanggung jawab

. tethadap pemberian Tunjangan Kinerja.

- Pasal ... .

diberhentkan  dari  peketjaan/abatannya dangan diberikan  uang. L
'dtperbantukanldlpekerjakan pada badam’mstanm fain di Tuar ungkungani\?:’"H”

menjalankan Cuti di Luar. Tanggungan Negara. atau dalam bebas tugas .. "

karena dilakukan penahanan sebagalmana dimaksud daiam Pasal 3 huruf b

Pemberlakuan  ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat




By

_ ()

seb
(1) S
vakiu setempat, dengan waktd istirahat mulai pukul 12,00 sampai dengan pukul . . - .
... 18.00. waktu setempat; dan .

@

]

b. Tahun 2016 dan seterusnya dabenkan berdasarkan hasﬂ Penﬂaian_

'-:-6.’."
- Pasal 6 _
Tunjanga -k '_'_"_"_'_jr_;a dlbenkan terhltung mulai Januari 2015,
Penghltungan Tunjangan Kmerja sebagalmana d:maksuc! pada ayat

(1) untuk:

d. Tahun 2015 diberikan berdasarkan tingkat kehadiran menurut hari dan jam- _

- ketja di lingkungan. Kemerniterian Kocrdina’tor:.Biaahgﬂ Kemaritiman serta, ...+
kepatuhan terhadap dlSlphn pegawal, B

.Kemamti_man. _ﬁﬁf?@;ﬁepaﬁuhan te_.rhadap_ d-'_s.'P"n p.-esawa' ta.h_t:_m beﬂa.’_aﬂ-._ L
BAB N
HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS
. DAN PENGATATAN KEHADIRAN

| 'Bag'i'a'ri Kesatu
“Hari'dan Jam Kerja

. Pasal7

Hari

-.L

satu

' ktu lstlrahat mulal pukul 11.45 sampal dengan pukui 13 1§ waktu setempat

kerja di’ Imgkungan Kementenan Koordlnator Bldang Kemantiman dstetapkan_'__
gai berikut: N
nin -sampai dengan Kamis mulai’ pukul 08.00 sampai dengan’ pukul 16,30

umat mulai- pukul 08 00 sarnpai dengan pukut 17.00 waktu setempat dengan_ _

Pasa f 8.

mnggu ad_al_ah 3_?’_/5 (.tl.ga p_uluh tu;uh sete_ngah) jam.

Pasalg,. .




_ _ Pasal 9

Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sampai dengan 30 (tiga puluhy menit
dari[waktu yang- ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggant:
- 'wak{u keterlambatan selama 30 (tlga.p_u_lu) menit pada waktu kepulangan di haii yang:
sama.

' 'Jamlkerja pada buian Ramadhan mengacu pada ketentuan yang berfaku

. o Pasal 11 S .
(1) Pikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi- ..

F’egaWal yang mendapat tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya hati
an Jam kerja Pegawar yang bersangkutan disesuaikan: dengan hari dan jam'
erja yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan,

() etentuan’ sebagaimana -dimaksud -pada ayat (1) tidak. berlaku = bagi
Pegawai yang mendapat tugas belajar namun 1tid'a'k..'-dib'etias'ka'n dari jabatan.

Bagian Kedua
- Pelaksanaan Tugas
Pasal 12 -
yai d! Imgkungan Kementenan Koordinator Bldang Kemaritiman wajib:

Iaksanakan tugas kedmasan dengan penuh tanggung Jawab

. Bagian Ketiga. -
Pencatatan Kehadiran
Pasal 13
etlap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan keqa

fﬂ

1)
- 'pada mesin pencatat kehadiran’ elektronik,
(2). Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika:
4 perangkat dan 5|stem pencatatan’  kehadiran  secara e_iekir_oﬁ_i_k-
mengalama kerusakan atau tldak berfungs: o |

b. Pegawai...
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{2)

b. pegawai belum terdaftar dalam sistem . rekam kehadiran = secara

elektronlk

e dimensi anggota tubuh (sidik jari dan/atau wajah) Pegawal tidak

terbaca dalam sister pericatatan kehadiran secara elektronik; atau

-d. terjadi keadaan kahar,

Pencatatan. kehadiran . secara manual dilakukan dengan . ‘menggunakan. .
contoh formulir  sebagaimana tercantum dalam  Lampiran |l yang

" I merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan ini.

(1

(3)

Kepala Unit Kerja- di- lingkungan Kementerian Koordinator -

Bidang Kemaritiman berfanggung jawab terhadap  keabsahan -

pencatatan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

@

Pasal 14
Pegawai yang: karena tugas kedinasan danfatau melakukan perjalanan dinas -

| .kerja dengan menggunakan mesin  pencatat kehadlran elektronik, wajib _
"'menyampatkan surat. perintah dari  Pejabat yang berwenang sesualu

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Surat . perintali  sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan

sebelum melaksanakan tugas kedinasan atau sesudah melaksanakan tugas
kedinasan. paling Iambat 3 (tlga) hari keria sejak tanggal berakhirnya

1 tugas kedlnasan dengan “menggunakan - contoh .formullr sebagaimana

Peraturan ini.

purat  perintah  sebagalmana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan kepada Pejabat Pencatat Kehadiran.

Pasal 15

yal yang mendapat permtah untuk meng|kutt pendld:kan dan pelatlhan wanb-

i t1 (satu) han kerja sebeium tanggal keberangkatan

 Pasal 16....

tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan

tercantum dalam Lampiran’ Ill yang merupakan bagian tidak ‘terpisahkan dari- =~




.

g

@]

|disampaikan  kepada -pejabat yang bertanggung jawab - menangani© -

.

O
@

3)

Pasal 16 _
Pegawal yang tidak masuk ker}a 1 (satu) atau 2 (dua) hati kerja, karena sakit
wajtb memberltahukan kepada atasan langsung dan menyampalkan surat" .
keter_ang__an- sakit dari doktsr paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
Pegawai yang bersangkutan masuk kerja.

_ |Pegawai yang tidak masuk kerja 3 (tiga) hari kerja atau lebih karena sakit wajib-. -

‘mengajukan cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Surat keterangan sakit dan dokter sebagatmana dlmaksud pada ayat (1)': S

pencatatan . kehadiran . pada satuan  organisasifunit - kerja. - yang. S
bersangkutan.

Pasal 17

|Pegawai yang terlambat masuk  kerja atau pulang sebelum ‘waktunya -

karena keperluan penting atau mendesak; wajib mengajukan permohonan izin
kepada atasan Iangsung .
Permohonan sebagalrnana dimaksud pada ayat ('1) harus mencarztumkan
alasan teriambat masuk ‘ketja atau putang sebelum ..waktunya den__ga_n_

menggunakan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam: Lampfran IV

yang merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18
Pegawai yang tidak masuk kerfa Kkarena keperfuan penting atau

‘mendesak; - wajib menyampaikan pemberitahuan izin tidak masuk kerja kepada -

atasan langsung pada hari yang sama. - .
Selain harus memenuhi: 'ketentuan sebagaimana -dimaksud pada ayat (1)
Pegawai juga wajib mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja ke\_pada

atasan langsung pada hari kerja berikutnya.

Jika -.atasan langsung berpendapat bahwa alasan tidak masuk kerja

'sebagaimana dimaksud pada .ayat (3) tidak dapat diterima, maka
permohonan pengajuarn izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (2)

ditolak....




Q)

@)

(1)

(2)

)

(4)

<45 -

ditolak dan Pegawai yang bersangkutan dianggap tidak masuk kerja tanpa
alasan.

Pasal 19
Pejabat Pencatat Kehadiran wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran
pegawai setiap bulan kepada Kepala Biro Umum melalui Kepala Bagian
Kepegawaian.
Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling"fa'mbat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya, atau hari kerja
berikutnya apabila tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur.

BAB IV |
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 20
Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang:
a. tidak masuk kerja tanpa alasan;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak masuk kerja karena izin;
e. menjalani cuti alasan penting karena mengurus warisan; dan
f. dijatuhi hukuman disiplin.
Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinyatakan dalam % (perseratus).

Jumlah pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihitung secara rupiah setara dengan % (perseratus) dikalikan dengan
jumlah total besaran tunjangan kinerja perbulan sesuai kelas jabatannya.
Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling
banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 21....
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Pasal 21

Pegdwai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf a dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima

pers

ratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 22

Pegapwai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
hurufib dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar_ sebagaimana

tercaptum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 23

Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat

(1) huruf ¢ dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar

sebadaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpis@hkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat

1) huruf d dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % ( dua

perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

)

Pasal 25

gawai yang menjalani cuti alasan penting karena mengurus warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dikenai pengurangan
Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak
masuk kerja.

Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting:

a; untuk melangsungkan perkawinan yang pertama; atau

b{ karena ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau
menantu sakit keras atau meninggal dunia;

2

kenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 26....
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Pasal 26
Pegawal yang duatuhl hukuman disiplin sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
20 ayat {1) huruf f berdasarkan Peraturan Pemerrntah yang mengatur'
‘mengenai Disiplin: Pegawai Negeri Sipil, dikenai | pengurangan Tun;angan K:nerja”" '
'secara proposional dengan ketentuan sebagai berikut:.

- Hukuman . . disiplin gqingan, kecuali -’_y‘a‘ng- berkaitan  dengan ketidak ... . .
. _patuhan jam kerja; I
1. sebesar 15% {lima befas perseratus) seiama 1 (satu) bulan yka pegawa!

duatuh: hukuman delphn berupa teguran Ilsan
duatuhl hukuman drsup!m berupa teguran tertulis; dan

duatuhr hukuman d:s;p!m bernupa pernyataan ttdak puas.secara.{erfulis.

. Hukuman disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan

ketidakpatuhan jam-kerja:

I sebesar 50%. (lima puluh ‘perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai

dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenalkan gaj; berkala 1 (satu) _
tahun; ”

P

;_ sebesar -50%- (lima putuh perse'ratUS)' se'lam'a' 2 ('dua)‘ bujan, 'jika 'pe'g'aWai

. _c:a'n _

dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat sefingkat lebih rendah'
‘selama 1 (satu) tahun, - : L

1. sebesar 90% '(Sémb'iian puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai
dijatutii hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setrngkat lebm rendah
selama 3 (tiga) fahun; '

.-Sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai =
dijatuhi hukuman. disiplin berupa pemindahan ‘dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah;

3. sebesar....

R. sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai

3. sebesar 15% (hma belas perseratus) selama 3 (tlga) bulan jlka pegawal -

1 sebesar 50% (tima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan j:ka pegawal____ L

Hukuman.  disiplin - berat, - kecuali yang - . -berkaitan - dengan
Ketidakpatuhan jam kerja:
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3. sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan

4. sebesar 100% (seratus perseratus), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding
...... administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. ;
(2) |Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 1zin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai
yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar
50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.

(3) |Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan
Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain
pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan
Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak
Pegawai yang bersangkutan dijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 27

(1) | Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf a, huruf ¢ angka 1, angka 2, angka 3, dan ayat (2), diberlakukan

terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman

disiplin ditetapkan.

(2) | Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, diberlakukan terhitung mulai bulan

berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman -
disiplin, jika Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan
keberatan.

(3) | Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, diberlakukan mulai bulan berikutnya

setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, jika Pegawai yang dijatuhi

hukuman disiplin mengajukan keberatan.

(4). Pengurangan....
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Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf ¢ angka 3 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak
keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf ¢ angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima
belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin.

Pasal 28

Dala

hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan

bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenai pengurangan

Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

(1

BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERKAIT PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI

Bagian Pertama
Penambahan
Pasal 29
Pemberian  Tunjangan  Kinerja  diberikan  apabila Pegawai  dapat
mempertahankan nilai prestasi kerja dengan nilai paling rendah adalah nilai Baik.

(2) Jika dalam penilaian prestasi kerja pada tahun berjalan Pegawai

mendapatkan nilai sangat baik, maka pada tahun anggaran berikutnya kepada
Pegawai  yang bersangkutan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja

sebanyak paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari selisih Tunjangan

Kinerja  antara kelas jabatan satu tingkat di atas kelasnya dengan

Tunjangan Kinerja yang diterima.

Bagian Kedua....
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Bagian Kedua
Pengurangan
Pasal 30
Jika pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan
dengan nilai cukup, maka pada tahun anggaran berikutnya diberikan

pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari

tunjangan yang diterimanya.

Jika pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan
dengan nilai kurang, maka pada tahun anggaran berikutnya diberikan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
tunjangan yang diterimanya.

Jika pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan
dengan nilai buruk, maka pada tahun anggaran berikutnya diberikan
penguranganTunjangan Kinerja sebesar 75%  (tujuh  puluh lima

 perseratus) dari tunjangan yang diterimanya.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 31
Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada
bulan berikutnya.
Pegawai yang pindah antar satuan kerja di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun berjalan maka Tunjangan
Kinerja dibayarkan oleh satuan organisasi/unit kerja asal.
Pegawai yang pindah kerja ke Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dariinstansi lain pada tahun berjalan, pembayaran
Tunjangan Kinerja diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
Penyesuaian Tunjangan Kinerja untuk perubahan kelas jabatan bagi
pejabat struktural, tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya
terhitung mulai melaksanakan tugas.
Penyesuaian Tunjangan Kinerja untuk perubahan kelas jabatan bagi Calon

Pegawai....



Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri -Sipil, tunjangan kinerjanya -
diberikan sesuai jabatari dalam Sasaran Kerja Pegawai dlbenkan pada
{bulan. berikutnya terhltung mulai melaksanakan tugas -
(6) |Penyesuaian Tunjangan Kinerja untuk perubahan kelas jabatan bagi
pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu- pada tahun anggaran berjalan; -
.. .. |tunjangan kinerjanya diberikan pada .tahun -anggaran berikutnya.. . i

] Tunjangan Ktnerja ke-13 tiga belas) diberikan kepada pegawai pada hu!an Jull o
 ltahun -anggaran berjatan sesual dengan keEas jabatan yang diduduki dengan -
ljangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan. R R A
(8) |Pejabat fungsional fertentu. yang dibebaskan sementara/diberhentkan.. .. .
|darijabatannya  karena fidak dapat memenuhi angka kredit. yang
- dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja sesuali dengan Jabatan datam'
| Sasaran Ker}a Pegawal

* Pasal 32
_ Tunjangan Kinerja. sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dibayarkan terhifung

ruigi Januari 2015,

‘Pasal 33

- {1) |Calon Pegawal Negeri Sipil di -lingkungan Kementerian Koordinator Bidang - -+
Kemaritiman -diberikan: Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan. puluh

| ‘perseratus) _dari b._e_s_,aran Tun}angan Ki’ne;ﬁ;’_‘a sesual dengan penempatan -déla_‘m
jabatannya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

(2| Pegawai ‘yang dibebaskan dari jabatan karena -imelaksanakan tugas
belajar, selama melaksanakan tugas.  belajar diberikan Tunjangdn Kinerja
sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinetja yang
diterima dalam jabatan sebelumnya

(_'3)..': Pe;abat struktural yang mendapat tugas beiajar dengan ket:dakhadlranm”
| maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dan tidak dibebaskan dari jabatan
| mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran.
| 'T'unjan_gan Kinerja yang diberikan.

BAB VIL....
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan i mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

. Agall sefiap oranig mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanini - ... . ..
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

g e e B0 R Bt el e T SR

Ditetapkan:di Jakarta pada
Tanggal  Desember 2015
MENTERl KOORDlNATOR BIDANG KEMARET[MAN

" DR.RIZAL RAMLI -

T,
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LAMPIRAN |

' PERATURAN MENTER| KOORDINATOR BIDANG' KEMARITIMAN REPUBLIK
 INDONESIA |

NOMOR  TAHUN 2015

 TENTANG |
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAVAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN |

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TUNJANGAN KINERJAPER |
| |  KELAS JABATAN
17 e ___ Rp.19:360.000,-
T T T e e
B 44 | . Rp.7.520.000- '
13 _ | Rp. 6.023,000,-
12 ) Rp. 4.819.000,-
. _— __Rp 3855000~
Rp. 3.352.000- |-
 Rp.2.915.000- . |
'Rp. 2.535.000,-
Rp.2.095.000- |
_ Rp. 1:804.000,
_Rp. 1,814.000;-
Rp. 1?27000-_'
”Rp 1.645.000,-
: :Rp 1563000— RS T

 KELAS JABATAN

Tz
0:::

oleixa|a | sleipla]

.4‘.

JurN
-
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARETIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

DR. RIZAL RAMLI
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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK

TAHUN 2015

-19~

ITUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

F-’E‘_GPQWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Tangga[ FrrraE R ERrA R EAAeY
coUnitKena e,

DAFTAR HADIR
.(Apabila-mesin pencatat kehadiran elektronik tidak berfungsi) . - -

I No b

Nama'

Kedatangan

| Kepulangan

Jam

- Keterangan |

Tanda 'f?a_ngat}-.

Tanda Tangan

7

- (Pimpinan Unit Kerja)

MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITlMAN
REPUBLIK INDONESIA

DR. RIZAL RAMLI
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_LAMP!RAN 1)

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDON ES!A

NOMOR ~ TAHUN 201%

TENTANG |
- KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PE_GAWA[ Di LINGKU NGAN KEMENTER!AN KOORDINATOR Bl DANG KEMARIT!MAN

- CONTOH SURATPERINTAH

SURAT PE_R_I__NTAH
Nomor: .

Mefimbarig -~ :Surat/ surat undangan dari ....... NOMOr....... tanggal ...
. MEMBERI PERINTAH.
Kepada © USdriminion NIP.oinenny, Jabatan...

Unfuk. . _._:vmengukutl!menghadlrl ' .pada. ...
h_ari.....,,......_.... tanggat PSRRI PN bertempat

. Dikeluarkan di
Pada tanggai

R TR T LI T

__(Ke'p'alé Bagian 'Kepegawéian-, Biro Umum)

" MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
REPUBLIK INDONESIA, o

DR. RIZAL RAML!

i A
T R
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LAMPIRAN IV o | | | y N
PERATURAN MENTERI KQORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA o

NOMGR  TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

CONTOH SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN
el e e Nomor: . S

" Yang bertandatangan di bawah ini:
el

NP
J_'ab_atan

dengan ini menerangkan bahwa:

. Nama ’ '._ 0t_t'__-t_-5'_.'_5_I_'I__lo_-__-_t-'s't_.-_l-'_l_-_»-&'--'o'-:i\-.-_ ravieian ;-_t'-_ic--.-r'-a n-r-_--r.u-.-'- .';_..'..,.....
. NIP o : .t_'p':jqu'---'?-.--'-'.gii--'p'yv.t.io.l.dt-.-c_-“ﬂ.v--o.ﬂ_c.ﬂ- O RN P Y] LY
Jabatin : -_‘u."..'-_'-..'_.'.--__-_'d;.'-;;‘.-;.;....;......;._..-.-.....
pada har ........cc... tanggal cerereneeeness diberikan terlambat masuk kerja/pulang
sebelum wakiunya*), karena - ada -keperluan - penting dan mendesak, yaitu

R ] O Ry LN PR Y PR PRy P

. Surat Kéterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Tembysan Yth.,
1. Atdsan Langsung;
2. Kebala Bagian Kepegawaian.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARiTIMAN
' REPUBLIKINDONESIA, -

R R )

DR. RIZAL RAMLI
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LAMPIRANY N ) o
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK -
INDONESIA
__ _N‘OM R TAHUN 2015

AI'DI LINGKUN GAN KEMENTERIAN KOORD]NATOR B:DANG KEMARITIMAN
CONTOH SURAT KETERAN_GAN

- SURAT KETERANGAN
TNOMOL: v eireiean

| Yang bertandatangan d[ bawah ink:
“Nama R .

_Jabatan

dengan ini mengajukan Permohonan [zin. Tidak Masuk Kerja pada hari ................-
tanggal ............ karena ada keperluan penting dan mendesak, vyaity

Surat Heterahgan ini'dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
(Yang Bersangkutan)

- MENYETUJUIMENOLAK* PERMOHONAN [ZIN TIDAK MASUK iNI.-

s - .(Alasar} Langsung)

~ Terhadgp -~ permohonan  izin' ini  diberlakukan pemotorigan Cuti  Tahuman
_{TunjanganKinerja* -

 Tembusan Yth.,
Kepala Bagian Kepegawalan Blro Umum
"y Corefyang tidak perlu '

MENTER| KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
_ REPUBL{K ENDONESfA

----- DR RIZAL RAMLI
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E_ERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK

| F’EGF~WAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN_KOORD!NATOR B!DANG KEM‘\RITiMAN

- DAETAR PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERUA - . .. o

(Karena Keterlambatan Datang) . -

Keterlambatan
(TL)_

Lama Keterlambatan _ |Persentase -P’engu_ria_nga_n

1T

1t menit s.d <30 menit [ osw

TL2

131 menit s.d-<60 menit - %

T3

61 rmenitsd<90ment | 128% |

7L

>91 menit dan atau tidak mengisi 1 59

daftar hadir masuk kefja

MENTERI KOORD!NATOR BIDANG KEMARIT]MAN
REPUBLIK INDONESIA, :

DR, RIZAL RAMLI




LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI

INDONESIA

24 -

NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN -

' DAFTAR PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA 77

" (Karena Pulang Sebelim Waktunya)

Waktunya
= 1 {PSW)

[“Pulang Sebelum

Lama '_Pula'ﬁg Sebelum Wakiunya

Pe'rsen't'a's_e_ P’engurangan _

lpswi1

1 menlt s.d 530 menlt

05% |

- {P8W2Z

31 mentt s.d <60 merut

%

ipswi o

61 menit 's;d 290 menit

| pswa

>91 menit dan atau'tidak mengis

daftar hadir pulang kerja

15% -

MENTER| KOORDINATOR BIDANG KEMARIT[MAN- -
- REPUBLIK INDONESIA, - o

DR, RIZAL RAMLI
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan-ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Agarl setiap. orang . mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini.

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada -
Tanggal Desember 2015.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMAR!T!MAN
'REPUBLIK INDONESIA,

DR, RIZAL RAMLI
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LAMP"!RANI

PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA |

NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG - o
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWA! DI LINGKUNGAN
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN . ..

 TUNJANGAN KINERJAPER |
| CKELASJABATAN |
7 NN Rp. 19.360.000 |
T S B
T R 0 EN
4. '_--Rp- 7520000~ |
B - Rp.6.023.000
| Rp. 4.819.000,-
_Rp. 3.855.000,-
Rp. _'3.%'3-52.-'000 - ﬁ_":'._: o
~ Rp.2.915.000,-
T e
'Rp.2.304.000 |
Rp. 2.085.000,-
Rp. 1.904.000,-
_Rp.1.814.000-
'Rp. 1,727.000,-
Rp. 1:645.000,- |
___Rp;. 1.563.000;- :_g

 KELAS JABATAN

S

-
o

—
K

!\J .

W

.
>

i
o

s
e

——
.
=N lafo | ~wio ol

MENTERE KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA o

DR, RIZAL RAMLI
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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA

- NOMOR

TENTANG

TAHUN 2015

- KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGA WAI pr LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Tangbel
- Unit Kerja

- (Apabila mesin pencatat kehadiran elektronik tidak berfungsi)

DAFTAR HADIR

I No |

Nama -

Kedatangan

Kepulangan

Jam

Keterangan|

3

Tanda_. Tangan

_ Jam

8

6

" Tanda Tangan |

———

maspiinrrnabraraay wncasenn

(Pimpihan Unit Kerja)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

DR. RIZAL RAMLI
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LAMPIRAN Il

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR  TAHUN2015

f.'WAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR B!DANG KEMARITIMAN

CONTOH SURAT PERINTAH
SURATPER]NTAH o
Nornor: . .
- Merqimbang ..:-'Surat!"'surat-i:gndjan_gan dari-...... nomor......, tanggal ..........
MEMBERI PERINTAH
Kepgda - 18T NIP i i, Jabatdn.:
T untuk : mengikuti / Menghadifi.....c.co..cieerirnsserreinnions s sas pada .
' hari............ ..., tanggal ... bertempat
di i '
Dikeluarkan di
Pada tanggal

ER A I

..............................................

(Kepala Bagfan Kepegawalan Bire Umum)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

DR. RIZAL RAMLI
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- Nama|

pada k
_._sebelum_ waktunya*), karena ada keperluan pentmg dan mendesak, vaitu

INDO
TENTA

Do ST e AT

-

LAM tR-AN_r_v e .
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
ONESIA
NOMOR  TAHUN 2015

NG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWA[ DI LINGKU NGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIVIAN

CONTOH SURAT KETERANGAN

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama.

~dengap |

NIP

B NEP o : .:.".._..._'...'._.-...._._..-_.w._..._n..n. Vikw
o dabatan e,

ini menerangkan bahwa:

LR R R T P oy S TR TR L R

Jabatan

Surat Ke

s tanégai . diberikan terlambat masuk kerja:’puiang

T I

eterangan .ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembuisan Yth.,
1. Atasan La hgsung,;

2. Keq

ala Bagian Kepegawaian.

'REPUBLIK INDONESIA,

DR; RIZAL RAMLI

MENTERI KOORD[NATOR B_IDANG KEMAR[TIMAN o
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. LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA.
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARmMAN

CONTOH SURAT KETERANGAN

- SURAT KETERANGAN
Nomor; . -

* Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

----dengaﬁ.-.i'ni? mengajukan Permohonan Izin Tidak Masuk Kera pada hari ..., @
tanggdl ... karena ada ke‘p:e‘rluan' penting dan mendesak, yaitu

Surat Pi‘eter‘an‘g‘an ini dib‘uat-u.ntuk:d_ipe‘rguha'ka'n sebagaimana mestinya. -

SrAdraady EmpaRmepaEtRTAs Lk AR

{Yang Bersangkutan)

- MENYETUJUI/MENOLAK* PERMOHONAN iZIN TIDAK MASUK-INI.

. (Atasap Langsung) -

Terhadep permohonan  izin ‘ifii diberlakukan = pemotongan Cuti Tahunan =~

MMunjarjgankinerja*

Tembugan Yth.,
Kepala|Bagian Kepegawaian, Bzro Umum

*) Core} yang tidak perlu

MENTER| KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

DR. RIZAL RAMLI
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LAMRIRANVE o ) . _

- PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN: REPUBLIK -
INDONESIA .

NOMDR  TAHUN2015

TENTANG
'KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN. KINERJA -
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- DAFTAR PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA =0 =

.. {Karena Keterlambatan Datang).

' _.-K'e:t_e,r %-?;Bbatan _L'a_ma Ketejrlamb'ata_n' Persentasé -P_engmangan- -

TLA _ ‘!memtsd SSOmemt : - ' ST 0’5% TR SR B

T2 Bimentsds6Oment | 1%

TL3 61 menit s.d 80 rmenit - 1-,-25“/@* |

e >91 menit dan atau fidak mengisi
T4 daftar hadir masuk kerja

1.6% .

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA, | |

DR. RIZAL RAMLI




LAMHAIRAN Vil:

M 24..

PERATURAN M.E_NTERl 'KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
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(Karena Pulang Sebelum Waktunya)

‘Waktunya
(F‘SW)-

[ Pulang Sebelum |

Lama P_ulang’-_S_ebelum 'Waktuny_a

Persentase Pengu__ran_gan 1

L PSW.1.

1 menit s.d $30 menit

05%

31 memt s, d <60 menlt

PSW 3

61 menit s.d sQ’ﬂ‘imenit-

125%

Pswa

>81 menit dan atau tidak mengisi

- _daftar hadir pulang kerfa.

5%
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